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PUTUSAN

Nomor 0964/Pdt.G/2017/PA.KAG

~”

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

talak antara;

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan
Polri, tempat tinggal di Komplek Permata Baru Blok E1 Dusun I,
RT.01, No. 04, Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara,
Kabupaten Ogan llir, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Hukum pekerjaan
PNS, tempat tinggal di Jalan Sri Gading I, Komplek Citra
Gading Mas Tahap Il Blok K, No. 06, Kelurahan Tanah Mas,
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya

disebut Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti Pemohon di

depan persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23
Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kayuagung, Nomor 0964/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 04 Desember 2017,
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telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil

sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah
di Desa Tanjung Menang pada tanggal 08 Agustus 2014, yang tercatat pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin Ill, Kabupaten Banyuasin
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 480/03/VIII/2014 tanggal 08 Agustus
2014;

2. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka dan
Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon

dan Termohon belum pernah bercerai;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak
bertempat tinggal di satu tempat melainkan bergantian tempat tinggal,
kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Menang, kadang
tinggal di rumah Pemohon di Indralaya, berlangsung selama kurang lebih 1
tahun 11 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah, selama
pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai

keturunan;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 bulan,
setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon adalah:

- Termohon belum mau punya keturunan;
- Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri

4. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon
terjadi di rumah Pemohon di Indralaya pada bulan Juli 2016, berawal dari
Pemohon yang minta pada Termohon supaya Pemohon dan Termohon

segera mempunyai keturunan, Termohon belum mau punya keturunan
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karena Termohon sibuk dengan pekerjaannya, Pemohon tidak terima,
sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena
sudah sering terjadinya pertengkaran dan merasa sudah tidak cocok dan
tidak sejalan lagi, akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk
berpisah, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling
memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1
tahun 4 bulan, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon
dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon;

5. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohn
sudah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon

namun upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan
perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang
demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Kayuagung;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendiri secara inperson di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh

suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat
perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan

kembali rukun dengan Termohon, nhamun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena, Pemohon sebagai Anggota POLRI maka sesuai
dengan Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010
tentang Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri
pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pemohon telah menyerahkan
Surat Izin Cerai tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan, maka mediasi terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Pemohon menyatakan tetap

dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat
didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
480/03/V111/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Banyuasin |Ill, yang telah bermeterai cukup, telah
dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan
aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga

telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0964/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ke 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Dusun |, Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara,

Kabupaten Ogan llir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai
tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah
sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam
berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah

sebagai berikut;

" Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai Isteri Pemohon,;
= Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
] Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Menang
dan kadang kadang di rumah Pemohon di komplek Permata Baru

Indralaya sampai bepisah;

= Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

] Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sering berselisin dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan
mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih

dan bertengkar;

= Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak

4 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

. Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di
rumah Pemohon di Indralaya;
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= Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon berupa bantah-bantahan saja;

] Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon karena Pemohon dan Termohon jarang berkumpul;

= Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Termohon vyang pergi

meninggalkan kediaman bersama;

" Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi,
tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-

masing sebagai suami isteri;

= Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya

merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

] Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun
Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi ke 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
POLRI, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Payakabung, Kecamatan

Indralaya Utara, Kabupaten Ogan llir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai
tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah
sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam
berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah
sebagai berikut;

] Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai Isteri Pemohon;
] Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
" Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal kadang di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Menang
dan kadang kadang di rumah Pemohon di komplek Permata Baru

Indralaya sampai bepisah;
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= Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum

dikaruniai anak;

] Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

= Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sering Dberselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendengar
langsung melalui HP saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih

dan bertengkar;

] Bahwa saksi pernah mendengar langsung sebanyak 10 kali saat
Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

= Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di

rumah Pemohon di Indralaya;

] Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon berupa bantah-bantahan saja;

= Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan Termohon karena Pemohon dan Termohon jarang berkumpul;

" Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Termohon vyang pergi
meninggalkan kediaman bersama;

= Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal
antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi,
tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-

masing sebagai suami isteri;

] Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya
merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

= Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun

Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0964/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya
dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan
permohonannya dan mohon segera diputus dengan memberi izin kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah
tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat
uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat

dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana
dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai

dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P.], telah terbukti
secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga
keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak
dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan,
ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
hadir sebagai wakil’lkuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat
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ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak

hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang
didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi
pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam

pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

1o----- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dengan Termohon secara terus-menerus?;

2.--Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan

Termohon menjadi berpisah tempat tinggal?;

3.------ Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk
dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan
pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua
belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2]
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah
memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat
diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon
tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-
baik saja, rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi
karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi;
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—————— Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1

(satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua

belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam]

tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal
untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup

rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk
terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada
maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat
dengan kaedah fighiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi

sebagai berikut;

:d‘__a..d\ h\l} VA.Q ,:.‘A.A .\...l‘.é.ﬁl‘ C«)J

Artinya : “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan
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tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak
dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah
terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39
ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan

Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon
untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan
Agama Kayuagung;

Menimang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka
perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk
mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini,
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MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Kayuagung;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk
menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin Ill, Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Kecamatan Banyuasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan llir untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan
Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Jumadilawal 1439 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Waluyo, S.Ag., M.H.I.
sebagai Ketua Majelis serta Maman Abd. Rahman, S.H.I., M.Hum. dan M. Andri
Irawan, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu
oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Maman Abd. Rahman, S.H.l., M.Hum. Waluyo, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota
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M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Drs. Saba'an
Perincian biaya perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 715.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000.-
Jumlah Rp. 806.000,-

Terbilang : delapan ratus enam ribu rupiah
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